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ULl No 28 tahun 20014 tentang Hak Cipra

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mierupakan hak eksklusif vang terdiri atas hak moral dan hak
ehonomi,

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Retentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 ndak berlaku rerhadap:

. penggunaan kunpan singkat Cipraan dan/atia produk Hak Terkan
untuk pelaporan peristiva aktual vang ditvjukan hanya  unmuk
keperluan penyediaan informast aktual;

i Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkair hanya untulk
kepentingan penelitian ilmu pengetabuan;

il Penggandaan Ciptaan dan/atan produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajatan, keeuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman selagai baban agar dan

. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetabuan yang memungkinkan suatu Cipraan dan//atan produk
Hak ‘Terkair dapar digunakan wnpa ben Pelaku Perunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penviaran,

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setdap Orang yang dengan tunpa hak melakukan pelanggamn hak

chonomi sebagaimana dimaksud dalam Pazgal 9 avar (1) hwoaf 1 untuk

Penggunaan Beeara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (saru) mabun dan/atan pidana denda  paling  bamyak

R 1OGLD00,000 (seratus juta rupiab).

Setiap Ovang vang dengan tanpa hak dan/awmu wanpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ckonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avar (1) huraf e, huraf

d, huraf f, dan/ata buraf b unek Penggunasn Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling larma 3 (tga) tahun dan/atau

pidana denda paling banvak Rp300.00000000 (lima ratos juta
rupdal).
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna Berkat dan
Anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Hukum
Perizinan” dengan baik dan maksimal. Hukum perizinan adalah cabang
hukum yang mengatur proses, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan izin dari pemerintah atau otoritas berwenang. Ini
mencakup regulasi tentang jenis izin yang diperlukan, prosedur pengajuan,
hak dan kewajiban pemohon dan pemberi izin, serta mekanisme penegakan
dan sanksi. Memahami hukum perizinan memberikan berbagai manfaat,
seperti memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari sanksi,
mempermudah perencanaan dan persiapan, serta mengurangi hambatan
bisnis. Selain itu, pengetahuan ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan,
memastikan keamanan dan perlindungan, serta membuka peluang untuk
mendapatkan dukungan atau insentif dari pemerintah. Secara keseluruhan,
pemahaman yang baik tentang hukum perizinan membantu individu dan
perusahaan menjalankan aktivitas mereka dengan cara yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, mendukung keberhasilan usaha, dan menghindari
masalah hukum.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan
menjadi langkah awal bagi diskusi yang lebih luas mengenai hukum perizinan
di Indonesia.

Surabaya, Juni 2025

Penulis
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BAB /
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Dalam penerapan hukum, berbagai perangkat diperlukan untuk

memastikan bahwa hukum dapat berfungsi dengan efektif. Salah satu aspek
kunci yang membedakan hukum dari sistem lainnya adalah sifat memaksanya.
Artinya, ketika hukum diterapkan dalam bentuk undang-undang, setiap
individu wajib mematuhinya. Selain itu, untuk mengatur dan mengontrol
perilaku individu atau kelompok secara preventif, sistem perizinan digunakan
sebagai alat pengendalian.

Konsep dasar perizinan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan
kegiatan atau perilaku individu maupun kelompok secara preventif melalui
penerbitan izin. Konsep ini mencakup istilah-istilah yang serupa seperti
dispensasi, izin, dan konsesi. Dalam kajian hukum administrasi, baik di
Belanda maupun di Indonesia, terdapat berbagai istilah yang merujuk pada
perizinan. Di Belanda, istilah-istilah yang sering digunakan meliputi izin
(vergunning), persetujuan (toestemming), kebebasan (ontheffing),
pembebasan (vrijstelling), pembatasan dan kewajiban (verlog), kelonggaran
(dispensatie), pemberian kuasa, serta konsesi (concessie).

Di antara istilah-istilah yang sering digunakan dalam konteks perizinan,
istilah "vergunning" merupakan istilah yang paling umum dan sering
digunakan, sementara istilah lainnya lebih spesifik. Secara yuridis, definisi
dari "izin" dan "perizinan" dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 dan 9
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 angka 8 menjelaskan
bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
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BAB I/
PERSYARATAN DAN
PROSES PERI/INAN

Proses dan prosedur perijinan dapat meliputi prosedur pelayanan
perijinan, proses penyelesaian perijinan yang merupakan proses internal yang
dilakukan oleh aparat/petugas.

Secara umum permohonan ijin itu harus menempuh prosedur tertentu
yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi ijin. Di samping itu
pemohon juga harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang
ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi ijin yang ditentukan
secara sepihak.

Prosedur dan persyaratan perijinan itu berbeda-beda tergantung jenis ijin,
tujuan ijin dan instansi pemberi ijin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah
daerah atau pusat.

Selanjutnya beberapa hal yang yang berhubungan dengan pelaksanaan
perijinan, lack of competencies akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Proses perijinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas
aspek legal dari proses perijinan, tetapi lebih jauh dari itu.

Misalnya untuk memberi ijin, pihak pelaksana juga harus

mempertimbangkan dampak yangakan ditimbulkan dari ijin tersebut

b) Proses perijinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya
dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang
sangat mendukung kelancaran proses perijinan itu sendiri

82 | Hukum Perizinan



BAB Il
WAKTU DAN BIAYA
PENYELESAIAN [JIN

Waktu penyelesaian ijin harus ditentukan oleh instansi yang

bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perijinan karena adanya tata

acara dan prosedur yang harus ditempuh sesorang dalam mengurus perijinan

tersebut.

Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria

berikut:

a) Disebutkan dengan jelas peruntukannya

b) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin

c¢) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan
persyaratan

d) Waktu penyelesaian
[jin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu
penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan perijinan
sampai dengan penyelesaian ijin

e) Biaya perijinan

Biaya/tarif pelayanan termasuk pencitraan yang ditetapkan dalam proses
pemberian ijin. Penetapan besaran biaya pelayanan ijin perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
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BAB IV
DEWAN PERDAGANGAN
DAN IZIN USAHA

A. PENDAHULUAN
Badan perdagangan dan perizinan usaha serta pejabat perdagangan

memegang peranan krusial dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek
kegiatan ekonomi. Badan badan ini, seperti Kementerian Perdagangan dan
Dinas Perdagangan di tingkat provinsi atau kabupaten, bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa semua kegiatan perdagangan dan usaha dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka
menyediakan layanan perizinan yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk
memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu,
pejabat perdagangan juga berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan
kepatuhan terhadap standar kualitas dan peraturan yang ditetapkan. Dengan
adanya regulasi yang ketat dan sistem perizinan yang transparan, badan-badan
ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Mereka juga berperan
dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dan menangani keluhan dari
konsumen, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan
sistem ekonomi negara.

Dalam upaya memastikan transparansi dan keadilan dalam sektor
perdagangan, badan perdagangan dan perizinan usaha di Indonesia
menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk
meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Proses
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Buku "Hukum Perizinan” ini dibuat untuk melengkapi buku-
buku vang sudah ada mengenai Hukum Perizinan di Indonesia vang
jumlahnva cukup banvak dibahas dan ditulis oleh para ahli. Hukum
perizinan adalah cabang hukum yang mengatur proses, prosedur, dan
svarat—syarat vang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari
pemerintah atau otoritas berwenang. Ini mencakup regulasi
tentang jenis izin yang diperlukan, prosedur pengajuan, hak dan
kewajiban pemohon dan pemberi izin, serta mekanisme penegakan dan
sanksi. Memahami hukum perizinan memberikan berbagai manfaat,
seperti memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari
sanksi, mempermudah perencanaan dan persiapan, serta mengurangi
hambatan bisnis. Selain itu, pengetahuan ini dapat meningkatkan
reputasi perusahaan, memastikan keamanan dan perlindungan, serta
membuka peluang untuk mendapatkan dukungan atau insentif dari
pemerintah. Secara keseluruhan, pemahaman vang baik tentang
hukum perizinan membantu individu dan perusahaan menjalankan
aktivitas mereka dengan cara vang sesuai dengan ketentuan vang
Eeilaku. mendukung keberhasilan usaha, dan menghindari masalah

ukum.

Di Indonesia, hukum perizinan mengacu pada seperangkat
aturan dan regulasi vang mengatur proses pemberian izin untuk
berbagai kegiatan atau usaha, yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat maupun daerah. Tujuan utama dari hukum perizinan di
Indonesia adalah untuk memastikan bhahwa kegiatan ekonomi,
snsial, dan lingkungan dilakukan sesuail dengan peraturan yang
berlaku, menjaga kepentingan umum, dan mendorong pertumbuhan
vang berkelan jutan.

Dalam konteks Indonesia, hukum perizinan melibatkan
berbagai jenis izin seperti izin usaha, izin lingkungan, izin
mendirikan bangunan, dan izin operasional lainnya vyang
dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait. Proses pengajuan
izin biasanya melibatkan berbagai tahapan administrasi dan
teknis, serta dokumen—dokumen yang harus dipenuhi oleh pemochon.
Pemerintah melalui lembaga-lembaganya bertugas mengawasi dan
memastikan bahwa semua kegiatan mematuhi standar dan regulasi
vang ditetapkan.
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